
l 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan tata 
kelola perencanaan, penganggaran dan pengelolaan 
pendidikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 
Satuan Pendidikan Negeri yang transparan, akuntabel 
dan responsif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota 
Semarang, maka perlu disusun sebuah sistem 
pengelolaan anggaran sekolah berbasis Tabun 
Anggaran; 

b. bahwa guna rnewujudkan penyelenggaraan, 
pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan yang 
terarah, terpadu, tertib, akuntabel dan transparan, 
maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang 
tentang Sistem Perencauaan, Penganggaran dan 
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan 
Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

J. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan dalarn Daerah lstirnewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan 
Lernbaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA SEMARANG, 

Mengi.ngat 

Menimbang 

SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH 

SATUAN PENDlDIKAN NEGERJ DI L!NGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN 
KOTA SEMARANG 

TENTANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 'Z1 TAHUN 2017 

WALlKOTA SEMARANG 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern 
Pcndidikan Nasional (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301}; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemcriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 

7. Vndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Oosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

9. Undang-Ondang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20! 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembarao Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tamba han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 



13. Pcraturan Pemcrintah Nomor l6 Tahun 1976 tentang 
Pcrluasan Kotamadya Daerah Tingkat JI Semarang 
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

14. Peraturan Pemerintah Nornor 50 Tahun 1992 tentang 
Pernbcntukan Kecamat.an di Wilayah Kabupaten 
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II 
Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun I 992 Nornor 89); 

15. Peraturan Pernerimah Nomor 19 Tahun 2005 tcntang 
Standar Nasional Pcndidikan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670}; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941); 

20. Peraturan Pemerint.ah Nomor 17 Tabun 2010 tcntang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pend:idikan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerinlah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 



Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

21. Peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun 2010 tcntang 
Pendanaan Pcndidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambaban 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

22. Pcraturan Perneriruah Nomor 61 Tahun 2010 tcntang 
Pelaksanaan Undang-Unda.ng Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nornor 99, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor l I 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

25. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negcri Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peracuran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 
oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 
Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi 
Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa 
(SDLB), Sckolah Menengah Pertama Luar Biasa 
(SMPLB), dan Sekolah Menengab Atas Luar Biasa 
(SMALB); 

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 
Tahun 20 IO tentang Srandar Pelayanan Minimal 
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagairnana 
telah diubah deogan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor l 5 Tahun 2010 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di 
Kabupaten/ Kota; 

29. Peraturan Meoteri Dalam Negcri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Dacrah, sebagaimana telah diubah beberapa 
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: 

kali terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri 
Rcpublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negcri Rcpublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan 
Sosial yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

30. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pcdoman Standar Pelayanan; 

31. Pcraruran Menteri Pcndidikan dan Kebudayaan Nomor 
75 Tahun 2016 ten tang Kornite Sckolah; 

32. Pcraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2006 teruang Pengelolaan Keuangan Oaerah 
(Lernbaran Daerah Kota Semarang Nomor l], 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Oaerah 
Kola Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nornor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lcmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 83); 

33. Pcraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2007 Nomor 5 Seri E); 

34. Peraturan Daerah Kola Semarang Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
43); 

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor l l Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
[Lernbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 
l 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 111); 

36. Pcraturan Daerah Kota Semarang Nornor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan da.n Susunan Perangkat 
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kola Semarang Nomor 114) 

37. Pcraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 
teruang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban clan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 
SosiaJ yang Bersurnbcr dari Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah [Berna Daerah Kota Semarang Tahun 
2012 Nomor 20), sebagairnana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Keduo. Atas 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tabun 2012 



Pasal I 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. 
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, yang selanjutnya 

disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Tcknis Dinas Pendidikan 
Kecarnatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kota Semarang. 
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

mcnyelenggarakan pendidikan pada jalur formal. 
9. Sekolah adalah satuan pcndidikan formal yang terdiri dari Ta man 

Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB}, Sekolah 
Dasar (SD)/S<.Jkolah Dasar Luar Biasa {SDLB), Sekolah Mencngab 

tcntang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahnan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah [Berita Daerah Kota Semarang Tahun 
2013 Nomor 13); 

38. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pcndidikan Kota 
Semarang (Serita Daerah Kola Semarang Tahun 2016 
Nomor 61); 

39. Pcraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 
centang Pernbentukan, Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit 
Pclaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas 
Pendidikan Kora Semarang (Berita Daerah Kora 
Semarang Tahun 2016 Nomor 92); 

40. Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2016 
lentang Pembenrukan, Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kccamatan pada 
Dinas Pendidikan Kota Semarang (Serita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2016 Nomor 94). 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN WALJKOTA TENTANG STSTEM 
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA SEKOLAH 
SATUAN PEND!DTKAN N'EGER! DI LlNGKUNGAN DINAS 
PENDJDIKAN KOTA SEMARANG. 

Menetapkan 



Pertama (SMP)/Sekolah Mencngah Pertama Luar Biasa (SMPLB), 
Sekolah Mcncngah Atas (SMA)/Sekolah '.\<1encngah Atas Luar Biasa 
(SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan 
Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa {SLB). 

10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk 
mernimpin suatu sekolah yang rnenvclenggarakan proses belaiar 
mengajar aiau ternpat terjadinya interaksi antara guru yang memberi 
pelajaran dan murid yang menerima pclajaran. 

I l. Tarnan Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah 
saiu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 
4 (empat) tahun sampai dengan 6 {enam) tahun. 

12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah saru 
bentuk saruan pendidikan formal yang menyelcnggarakan pendidikan 
umum pada jenjang pendidikan dasar. 

13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah 
salah saru benruk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umurn pada jenjang pcndidikan dasar sebagai lanjutan 
dari SD/Mf (Madrasah lbtidaiyah), atau bentuk lain yang sederajat 
atau lanjutan dari basil belajar yang diakui sama atau setara SD/Ml. 

14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang 
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh rnasyarakat 
yang peduli pendidikan, 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang 
ditetapkan dengan undang-undang. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan peraruran daerah. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, yang selanjutnya 
disingkat APBS. adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh sekolah, Komite Sekolah dan 
orang rua dan/atau wali siswa yang kemudian disahkan Kepala 
Sekolah dan Ketua Kornite Sekolah yang diketahui oleh Kepala UPTD 
atau Kepala Dinas. 

18. Tahun Pelajaran adalah scbuah periode waktu kegiatan pembelajaran 
pada setiap saiuan pendidikan selarna l (satu] iahun yang dimulai 
dari Tanzgal I Juli Tahun berjalan sarnpai dengan Tanggal 30 Juni 
Tahun berikurnya, 

19. Tahun Anggaran adalah sebuah periode keuanzan selama 1 [satu] 
tahun yang dirnulai dari Tanggal 1 Januari sarnpai dengan Tanggal 31 
Descmber Tahun berjalan. 

20. Tim Asistensi dan Verifikasi adalah Tim Asistensi dan Verifikasi 
Penyusunan APBS yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan 
asistensi dan vcrifikasi pcnyusunan APBS secara on-line. 

21. Pedoman Penyusunan APBS adalah pokok-pokok kebijakan sebagai 
petunjuk dan arah bagi sckolah dalam penyusunan, pembahasan dan 
pcngesahan APBS. 



Diundangkan di Semarang 
' pada canggal ::> Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA S.l~liiNG 
ADI TRI HANANTO 

SERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 

HENDRAR PRJHADI 
t: 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal b Juni 2017 

Pasal3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Semarang. 

Pasal 2 

(1) Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBS Saluan 
Pendidikan Negcri di Kota Semarang, meliputi: 

a. Pendahuluan; 
b. Prinsip Penyusunan APBS; 

c. Kebijakan Penyusunan APBS; 
d. Tugas Pokok dan Pungsi; 
e. Susunan APBS; 
f. Tahapan Penyusunan APBS; 

g. Teknis Penyusunan APBS; 

b. Hal-hal Umurn dan Khusus Lainnya; 
(2) Uraia.n Sistem sebagaimana dirnaksud ayat (1) tercanturn dalarn Lampiran 

yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 



I. PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan hak asasi sctiap warga negara Indonesia yang 
dijamin Undang-Undang (UU}, untuk itu setiap warga negara Indonesia 
berhak memperoleh peodidikan yang bermutu sesuai dengan rninat clan 
bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, 
suku, etnis, agama, dan gender, sehingga pemcrintah berkewajiban untuk 
memberikan layanan dan kemudahan, scrta menjamin terselenggaranya 
pendiclikan yangbermutu bagi setiap warga negara tanpa d:iskriminasi. 

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dilakukan secara 
dernokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan rnenjunjung 
tinggi Hak Asasi Manusia (HAM}, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 
kernajemukan bangsa, selain itu pembangunan pe.ndidi.kan 
diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen rnasyarakat 
mulai peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian muw 
layanan pendidikan. 

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mcmpercepat 
peningkatan taraf pendidikan scluruh rnasyarakat, melanjutkan upaya 
untuk memcnuhi hak seluruh penduduk rnendapatkan layanan 
pendidikan dasar berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, 
dan daya saing pendiclikan menengah dan tinggi, menurunkan 
kesenjangan partisipasi pcndidikan antar kelompok sosial ekonomi, 
antar wilayah dan an tar jenls kelarnin, yang berpihak pada seluruh anak 
dari tcrutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan 
kualitas pembelajaran untuk peningkatan pcndidikan karakter, dan 
meningkatkan profesionalitas guru, pengeloJaan, serta 
pendistribusiannya. 

Di era otonomi daerah, pendidikan dituntut unluk mewujudkan 
penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang menjamin: 

URAIAN 
SISTC:M PERENCANAAN, PENOANGGARAN DAN PENGELOLAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH 
SATUAN PENDIOII<AN NEGERl DI LJNGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN 

KOTA SEMARANG 

LAMPI RAN 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR .l.j TAIIUN20L7 
TENTANG. 

SI STEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN 
DAN PENGELOLAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH 
SATUAN PENDLDIKAN NEGERI DI 
LINGKUNGAN DfXAS PENDlDIKAN 
KOTA SEMARANG 



1) ketersediaan layanan pendidikan; 
2) memperluas keterjangkauan layanan pcndidikan; 
3) meningkatkan kualltas dan relevansi pendidikan; 
4) mewujudkan kesctaraan bagi sernua warga ncgara dalam layanan 

pendidikan: dan 
5) kepastian layanan pcndidikan. 

Kondisi ini menuntut suatu perencanaan penyelcnggaraan pernbangunan 
pendidikan yang akurat, transparan dan akuntabcl, sehingga diharapkan 
kebijakan, stratcgi, program maupun kegiaian pembangunan dapat 
mengakomodir kcburuhan pcmangku kepentingan pendidikan di daerah. 

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyclenggaraan 
pembangunan pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan berorientasi 
pada pemecahan masalah, Oleh karena itu keccnnatan dan ketelitian 
mengidentifikasi permasalahan/isu-isu strategis di bidang pendidikan 
menjadi faktor penting dalam proses tahapan perencanaan pernbangunan 
pendidikan dalam menyusun APBS sekolah. 

Penyusunan APBS berbasis Tahun Pelajaran, dipandang telah 
menyulitkan tata kelola pereocanaan, penganggaran clan pengelolaan 
keuangan di sekolah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian penvusunan 
APBS berbasis Tahun Anggaran sejaJan dengan pengelolaan keuangan 
daerah, tanpa merubah sisiern dan struktur pembelajaran dan 
Kurikulum yang berbasis Tahun Pelajaran. 

APBS dalam tahapan penyusunannya didasari atas analisis terhadap 
lingkungan sekolah, baik internal maupun ekstemal, dengan 
memperhatikan kekuatan clan potensi sumber daya, kelemahan yang 
dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi melalui pendekatan 
teknokratik, partisipatif, atas-bawah (tofXlown) dan bawah-atas (bottom 
up) berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing. 

Pendekatan tek:nokratik menggunakan metoda dan kerangka pikir 
ilmiah sedemikian rupa sehingga perencanaan-penganggaran APBS da_pat 
rnemenuhi kaedah-kaedah ilmiah, Pendekat.an partisipatif melibatkan 
semua pemangku kepentingan dalam perencanaan-penganggaran APBS 
guna mendapatkan saran dan rnasukan unruk mewujudkan Visi, Misi 
dan Tujuan sekolah, sementara pendekatan atas-bawah (top-down) dan 
bawah-atas (bottom-up} merupakan pendekatan percncanaan 
penganggaran APBS yang diselaraskan melalui musyawarah sekolah yang 
melibatkan Kepala Sekolah, Walril Kepala Sekolah, Guru, Tenaga 
Kependidikan, Kornite Sekolah dan orang tua/wali murid. 

Pcnyusunan APBS merupakan 1 (saru) kesatuan dalam perencanaan 
pernbangunan pendidikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki 
satuan pendidikan, sesuai dengan: 

1) Standar Nasional Pendidikan (SNP); 
2) Standar Pelayanan Minimal (SPM); 
3) Kebijakan Pendidikan Pemerim.ah Pusat; 
4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD); 
5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Do.erah (RPJMD); 
6) Rencana Strategis [Renstra) Dinas; 
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11. PRlNSIP-PRlNSIP PENYUSUNAN APBS 
Penyusunan APBS didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1) sesuai dengao SNP dan SPM bidang pendidikan; 
2) sesuai denga.n kebutuhan penyelenggaraan penc:tidikan berdasarkan 

Visi, Misi, Tujuan, Program-Kegiatan dan skala prioritas satuan 
pendidikan; 

3) tepat waktu, sesuai dengan Lahapan clan jadwal yang telah ditetapkan; 
4) transparansi, untuk memudahkan orang tua/wali murid, Komite 

Sekolah dan masyarakal guna rnengetahui dan mendapatkan akses 
informasi seluas-Iuasnya tentang APBS; 

5) partisipatif, dengan melibatkan orang tua darr/atau wali mu rid; 
6) memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; 
7) tidak bcrtentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih 

t:inggi dan peraturan lainnya; serta 
8) menggunakan pole perencanaan Tahun Anggaran. 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

APBS disusun dengan maksud menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan 
Program-Kegiatan di sekolah ke dalarn perencanaan l (satu) Tahun 
Anggaran guna rnernbcrikan arah dalam melaksanakan program-kegiatan 
satuan pcndidikan dan keterkaitannya dengan pembangunan penclidikan 
daerah, 

Tujuan penyusunan APBS adalah: 

1) sebagai dasar dalam menjalankan Program-Kegiatan saruan 
pendidikan; 

2) sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberbasilan 
dalam mencapai visi, misi dan tujuan satuan pendidikan; dan 

3) sebagai dasar bagi orang tua/wali murid, Komite Sekolah, 
masyarakat dan stakeholders lainnya untuk berpartisipasi aktif 
dalam pembangunan dan pemberdayaan satuan penc:tidikan. 

8. RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup Sistem Percncanaan, Penganggaran dan Pengclolaan 
APBS di Kora Semarang ini, meliputi: 
1) penyusunan Rencana APBS (RAPBS); 

2) penyusunan APBS; 

3) penyusunan Rcncana APBS Perubahan (RAPBS-P); dan 
4) penyusunan APBS-P 

berbasis Tahun Anggaran pada Saluan Pendidikan TK, SD, dan SMP 
Negeri di lingkungan Dinas. 

7) Program-Kegiatan Satuan Pendidikan; scrta 
8) dinarnika perkernbangan daerah, nasional, regional dan 

intcrnasional. 



12 

Ill. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBS 
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian satuan pendidikan dalam 
penyusunan APBS, diantaranya: (i) sisa anggaran Tahun Anggaran 
sebelumnya; (ii) sumber dana; (iii) Belanja Tidak Langsung (BTL); (iv) Belanja 
Langsung (BL); (v) Rekapitulasi APBS; dan (vii rincian alokasi APBS. 

Rincian alokasi APBS adalah sebagai berikut: 
I. SfSA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA 

Sisa anggaran tahun sebelumnya merupakan sisa. anggaran 
satuan pendidikan Tahun Anggaran sebelumnya. 

2. SUMBER DANA 
a. Rincian Sumber Dana 

1) Sisa anggaran tahun sebelumnya yang bersumber dari: 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Partisipasi 
Masyarakat, Pendapatan Lain yang Sah, dan Bantuan 
Pihak Ketiga; 

2) APBN, yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Aloka.si 
Khusus (OAK), dekonsentrasi, tugas pembantuan, BOS, 
Bantua.n Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, 
block grant, dan dana APBN lainnya; 

3] APBD Provinsi Jawa Tengah, yaitu: BOS Provinsi, 
Bantua.n Keuangan (Bankeu), Hibah, Bantuan Sosial, 
dan dana APBD Provinsi lainnya; 

4) APBD Kota, yaitu: Dana Operasional Sekolah, 
Pendampingan BOS (P-BOS), Pendampingan BOP (P 
BOP), Bia.ya Bahan Praktek, dan dana APBD Kota 
Lainnya; 

5) Partisipasi Masyarakat, yaitu: Sumbangan Sukarela 
Tidak Mengikat, Sumbangan Dunia Usaha/Tndustri, dan 
Sumbangan Lainnya; 

6) Pendapatan Lain yang Sah: Jasa Produksi, Hasil Sewa, 
Kerjasama dengan Pihak: Ketiga, dan Pendapatan 
Lainnya; serta 

7) Bantuan Pihak Ketiga, yaitu: Bantuan Luar Negeri dan 
Bantuan Lainnya. 

b. Penganggaran Sumber Dana 
1) Penganggaran yang bersumber dari SILPA, dialokasikan 

sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang ditetapka.n oleh 
Pemerintah Pusat, kementerian terkait, dan/atau 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

2) Penganggaran yang bersumber dari APBN, yaitu: DAU, 
OAK, dekonsentrasi, tugas pembantuan, BOS, BOP, 
block grant, dan dana APBN lainnya dialokasikan sesuai 
dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat, kementerian terkait, dan/atau Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaao; 

3] Penganggaran yang bersumber dari APBD Provinsi, 
yaitu: Dana BOS Provinsi, Ban tuan Keuangan, Hibah, 
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Bantuan Sosial, dan dana APBD Provinsi lainnya 
dialokasikan sesuai dcngan syarat dan ketentuan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Pemcrintah Provinsi dan/atau Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; 

4) Penganggaran yang bersumber dari APBD Kata, yaitu: 
Dana Operasional Sekolah, Pendampingan BOS (P-808), 
P-BOP dan dana APBD Kota Lainnya dialokasikan 
sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan 
peraturan pcrundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah dan/atau Dinas; 

5) Penganggaran yang bersurnber dari partisipasi 
masyarakat, yaitu: Sumbangan Sukarela Tidak 
Mengikat, Sumbangan Dunia Usaha/lndustri, dan 
Sumbangan Lainnya dialokasikan sesuai dengan syarat 
clan ketentuan berdasarkan peraruran perundang 
undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 
kementerian terkait, Kementerian Pendidikan clan 
Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dan/atau 
Din as; 

6) Penganggaran yang bersurnber dari pendapatan lain 
yang sah, yaitu: jasa produksi, basil sewa, kerjasama 
dengan pihak ketiga, dan pendapatan lainnya 
dialokasikan sesuai dengan syarat dan ketentuan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh kementerian terkait, Pemerintah 
Provinsi, Dinas Pendidikan Provi.nsi Jawa Tengah, 
Pernerintah Daerah, dan/ atau oleh Dinas; 

7) Penganggaran yang bersumber dari bantuan pihak 
ketiga, yaitu: bantuan luar negeri dan banruan lainnya 
dialokasikan sesuai dengan syarat dan ketenruan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh kementerian terkait, Pernerintah 
Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 
Pemerintah Daerah, dan/ atau oleh Dinas. 

3. BELANJA TIDAK LANGSLJNG (BTL) 

a. Gaji dan Tunjangan, terdiri dari: 

l) Gaji Pokok PNS; 
2) Tunjangan Keluarga; 
3) Tunjangan Jabatan; 
4) Tunjangan Fungsional; 
5) Tunjangan f?ungsional Umum; 

6) Tunjangan Beras; 
7) Tunjangan PPh/1'unjangan. Khusus; 

8) Pernbulatan Gaji. 
b. Tambahan Penghasilan, terdiri dari: 

1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja; 
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2) Tambahan/Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah; 
3) Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah. 

Penganggaran uncuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan 
Penghasilan dimasukkan dalam APBS yang discsuaikan dengan 
kctcntuan peraturan perundang-undangan serta 
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan 
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) serta pcmberian gaji ketiga 
betas. 

4. BELANJA LANGSUNO (BL) 
Pcnganggaran BL dalarn rangka mclaksanakan Program-Kegiatan 
di satuan pendidikan digunakan unruk melaksanakan urusan 
wajlb bidang pendidikan. Penganggaran BL dituangkan dalam 
bentuk Prograrn-Kegiatan, yang manfaat capalan kincrjanya 
dapat dirasakan langsung olch masyarakat dalam rangka 
peningkatan kualitas muru pendidikan dan keberpihakan 
Pernerintah Daerah terhadap pclayanan pendidikan. 

Satuan pendidikan dilarang menganggarkan kegiatan di 
RAPBS-P dan APBS-P pada kelompok belanja langsung, apabila 
dari aspek waktu clan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut 
diperkirakan tidak cukup waktu penyelesaian kegiatan sarnpai 
dengan akhir Tahun Anggaran. 

Penyusunan anggaran belanja pada APBS unruk setiap 
Program-Kegiatan mernperhatikan hal-hal berikut: Analisis 
Standar Belanja (ASB); Standar Saruan Harga (SSH); dan Kode 
Rekening Belanja 

a. Belanja Pegawai 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, 
penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non-PNSD 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan 
rasionalitas daJa:m pencapaian sasaran Program 
Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu 
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target 
kinerja kegiatan dirnaksud. Berkaitan dengan hal 
tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non 
PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada 
perlimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD 
benar-benar merniliki peranan dan kontribusi nyata 
terhadap efekWitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan 
hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja 
honorarium dan rincian obyek belanja honorarium 
PNSD dan Non-PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD 
dan Non-PNSD dalam kegiatan ditetapkan sesuai 
dengan ASB, SSH, dan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

b. Belanja Barang dan Jasa 
l) Penganggaran belanja barang agar mengutamakan 

produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro 
dan usaha kecil sorta koperasi tanpa mengabaikan 
prinsip efisiensi, pcrsaingan sehat, kesatuan sistern 
dan kualitas kemampuan tcknis. 
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2) Pernberian jasa narasumbcr/tenaga ahli/pakar/· 
pencerarnah / pengajar I instruktur / pclatih/ pengawa 
s dll. bagi PNSD dan Non-PNSD dalarn kegiatan 
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa 
dengan menambahkan obyek dan rincian obyek 
belanja baru serta besarannya ditetapkan sesuai 
ASB dan SSH. Pemberian jasa bagi PNSD dan Non 
PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran 
dan rasionalitas dalarn pencapaian sasaran 
Program-Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan 
waktu pelaksanaan kegiatan dalarn rangka 
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. 
Pemberian jasa bagi PNSD dan Non-PNSD ini 
dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan 
bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD benar 
benar memiliki peranan dan kontribusi nyata 
terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan 
dimaksud. 

3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada siswa 
hanya diperkenankan dalam rangka pemberiao 
hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan 
dan/ atau penghargaan atas suatu prestasi 
dianggarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis 
Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening 
berkenaan. 

4) Penganggaran belanja barang pakai habis 
disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang 
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi 
satuan pendidikan, jurnlah pegawai dan volume 
pekerjaan serta rnemperhitungkan estimasi sisa 
persediaan barang, 

5) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
dan Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
milik Pemerintah Daerah dialokasikan sesuai 
amanat PasaJ 6 ayal (3) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dan besarannya sesuai dengan rnasing 
masing peraturan daerah. 

6) Penganggaran belanja · perjalanan dinas daJam 
rangka peningkatan nrutu pendidikan, baik 
perjalanan dinas dalarn negeri maupun perjalanan 
dinas luar negeri, dilakukan secara selcktif, sesuai 
dengan syarat dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, frekuensi dan 
jumlah harinya dibatasi serta mernperhatikan 
target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud 
sehingga relevan dengan substansi kebijakan 
untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. 

7) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan 
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang 
terkait dengan pengembangan sumber daya 
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manusia, yang tempat penyelenggaraannya di luar 
daerah harus dilakukan sangat scleklif dengan 
mcmperlimbangkan aspek-aspek urgensi dan 
kompetensi scrta rnanfaai yang akan diperolch dari 
kehadiran dalam pendidikan dan pclatihan, 
birnbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian 
efektifitas penggunaan anggaran satuan 
pendidikan. 

8) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan 
rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis 
atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan 
fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula 
yang audah tersedia milik Pernerintah Daerah. 

9) Penganggaran perneliharaan barang milik daerah 
yang berada daJam penguasaannya mempedomani 
Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pernerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah clan Pasal 48 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedomao Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

c. Belanja Modal 
1) Saman pendidikan memprioritaskan alokasi 

belanja modal pada APBS untuk pembangunan dan 
pengembangan sarana dan prasarana yang terkait 
langsung dengan kenyamanan proses kegiatan 
pembelajaran, peningkaran muru kualitas 
pendidikan clan peningkatan pelayanan dasar 
kepada masyarakat. 

2) Penganggaran untuk barang milik daerah 
dilakukan sesuai dengan kemarnpuan keuangan 
dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip 
efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi 
dengan mengutamakan produk-produk dalarn 
negeri. 

3) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang 
milik daerah dan pemeliharaan barang milik 
daerah menggunakan dasar perencanaan 
kebutuhan clan pemeliharaan ba:rang milik daerah 
sebagaimana diatur dalarn Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah Nomor 'l:7 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PasaJ 
7 Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah. Selanjutnya, untuk pengadaan 
barang milik daerah juga memperhatikan standar 
sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 



Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran 
unruk pembangunan gedung dan bangunan milik 
daerah mcmpcdomani Peraturan Presiden Nomor 
73 Tahun 2011 tcntang Pcmbangunan Bangunan 
Oedung Negara. 

41 Pengadaan barang yang akan dipinjamkan kepada 
pihak ketiga/masyarakat/siswa pada Tahun 
Anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis 
bclanja modal sebesar harga beli barang yang akan 
dipinjamkan kepada pihak ketiga/masyarakat 
dilambah seluruh belanja yang terkait dengan 
pengadaan barang sampai siap dipinjamkan. 
Pengadaan Barang ini menjadi dan dicatat dalam 
aset satuan pendidikan. Contoh dalam pengadaan 
barang ini adalah pembelian alai transportasi 
sederhana bagi peserta didlk miskin (misalnya: 
sepeda, dll.). 

5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum mempedornani Peraturan Presiden Nomor 
71 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Urnurn, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nornor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Pcraturan Presiden Nornor 71 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pernbangunan Untuk Kepentingan Umum, dan 
Peraturan M:enteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 
2012 tentang Biaya Operasional clan Biaya 
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 
Bagi Pernbangunan Untuk Kepentingan Umurn 
yang Bersumber Dari APBD. 

6) Penganggaran belanja modal digunakan untuk 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembeLian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya 
(aset tak berwujud) yang mempunyai rnasa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam 
kegiatan pernerintahan dan memenuhi nilai batas 
minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold). 
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan 
dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga 
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang 
terkait dengan pengadaan/pembang-,man aset 
sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai 
rnaksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 
Peraturan Mentcri DaJam Negeri Nornor 13 Tahun 
2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar 
Akuntansl Perncrintahan (PSAP} 01 dan PSAP 07, 
Peraturan Pemcrintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuncansi Pemcrintahan serta 
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pernerintahan 
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V. SUSUNAN APBS 
Susunan APBS adalah sebagai berikut: 

l. Ilalaman Sampul; 

JV. TUGAS POKOK DAN F'UNGSI 

1. KepaJa Sekolah memiliki rugas pokok dan fungsi: 
a. menyusun APBS bersama-sama dengan guru, tenaga 

kependidikan, Kornlte Sekolah dan orang tua dan/atau waJi 
murid; dan 

b. mengesahkan APBS bersama dengan ketua Komite Sekolah, 
2. Ketua Komitc Sekolah memiliki tugas pokok dan fungsi: 

a. membantu menyusun APBS bersarna-sama dengan Kepala 
Sekolah, guru, tenaga kependidikan, anggota Komite Sekolah 
dan orang tua dan/atau wali murid; dan 

b. mengesahkan APBS bersama dengan Kepala Sekolah. 
3. Orang tua dan/atau wali murid memiliki tugas pokok dan fungsi 

membanru menyusun APBS bersama-sarna dengan KepaJa Sekolah, 
guru, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah. 

4. Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS memiliki rugas pokok 
dan fungsi melakukan asistensi dan verifikasi penyusunan APBS 
secara on-line: 

a. Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS Dinas 
melakukan asistensi dan verifikasi satuan pendidikan SMP. 

b. Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS UPTD 
melakukan asistensi dan verifikasi satuan pendidikan TK/SD 
sesuai wilayahnya masing-rnasing. . 

5. Kcpala UPTD memiliki tugas pokok dan fungsi mengetahui 
pengesahan APBS pada satuan pendidikan TK/SD setelah 
divcrifikasi oleh Tim Asistensi dan Verifikasi Penyusunan APBS 
UPTD. 

6. Kcpala Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi mcngetahui 
pcngesahan APBS pada satuan pendidikao SMP setelah diverifikasi 
olch Tim Asistensi dan Vcrifikasi Pcnyusunan APBS Dinas. 

Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud 
Berbasis Akrual. 

5. REKAPITULASJ APBS 

Rckapirulasi APBS terdiri dari: 
a. Pcnerlmaan: (i) Sisa J\nggaran Tahun Sebelumnya; (ii) 

APBN; (iii) APBD Provinsi; (iv) APBO Kota; (v) Partisipaei 
Masyarakat; (vi) Pendapatan Lain yang Sah; dan (vii) 
Bantuan Pihak Ketiga; serta 

b. Pengeluaran: (i) BTL; dan (ii) BL. 
6. RINCIAN ALOKASI APBS 

Rincian Alokasi APBS terdiri dari rincian uraian kegiatan berikut 
rincian perhitungan dan sumber pendanaan. 



Vil. TEKNIS PENYUSUNAN APBS 

Satuan pendidikan dalam rnenyusun APBS memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Penyusunan APBS dilaksanakan secara on-line melalui Sistem 
Informasi Manajernen (SIM) APBS Dinas. 

2. Penyusunan APBS dilaksanakan tepat waktu pada Tahun Anggaran 
berkenaan sesuai tahapan proses pcnyusunan RAPBS, APBS, 
RAPBS-P clan APBS-P. 

3. Penyusunan APBS dilaksanakan melalui musyawarah sekolah yang 
melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Tenaga 
Kependidikan, Komite Sekolah clan orang rua/wali murid serta 
pemangku kepentingan lainnya. 

4. Penyusunan APBS didasarkan pada prlnsip-prinsip dan kebijakan 
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota ini. 

5. Penyusunan APBS mengutamakan tercapainya persetujuan bersama 
dalarn rnusyawarah untuk mufakat. 

6. Setiap proses tahapan penyusunan APBS di satuan pendidikan akan 
dilakukan asistons! dan verifikasi secara on-line oleh Tim Asistensi 

,r.u:ra,nn; nnnt 1H 11n""ln lPRc; 

vi. TAHAPAN PENYUSUNAN APBS 
Tahapan penyusunan APBS adalah sebagai berikut: 
l. Penyusunan RAPBS; 
2. Penyusunan APBS; 
3. Penyusunan RAPBS-P; dan 
4. Penyusunan APBS-P. 

Uraian lebih Ianjut mengenai Tahapan Penyusunan APBS diatur dengan 
Peraturan Kepala Dinas. 

2. Lernbar Pengesahan; 

3. Visi - Misi -Tujuan; 
4. Struktur Organisasi: 
5. Data Umum Sekolah; 
6. Uraian Kalender Pcndidikan; 
7. Rekapitulasi APBS; 
8. Rincian Bclanja Tidak Langsung (BTL); 
9. Rincian Belanja Langsung (BL); 

10. Total Pengeluaran per-Sumber Dana; 
l J. Notulen Ra pat; 
12. Daftar Hadir; dan 
13. Halarnan Penutup. 
Uraian lebih lanjut mengenai Susunan APBS diatur dengan Peraturan 
Kepala Dina s. 



HENDRAR PR!HAD! 

HAL-HAL KHUSUS: 
l. Penyusunan APBS-P dilakukan rnanakala terdapat perubahan jenis 

dan/atau. rincian belanja BL dan/atau BTL yang disebabkan oleh: 

a) perubahan peruntukan; 
b) pergeseran anggaran; dan/atau 
c) penarnbahan dan/atau pengurangan anggaran yang bersumber 

dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, partisipasi 
masyarakat, pendapatan lain yang sah, maupun bantuan pihak 
ketiga. 

2. Penganggaran yang bersumber dari dana partisipasi masyarakat, 
peridapatan lain yang sah, dan bantuan pihak ketiga berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-uridangan yang berlaku, 
dipergunakan untuk: 
a} peningkatan mutu dan/atau kualitas pembelajaran; 
b) pendidikan karakter bangsa dan nasionalisme; dan/atau 

c) kegiatan kesiswaan. 

HAL-HAL UMVM: 
1. Periganggaran yang bersumber dari dana SILPA, APBN, APBD 

Provinsi, APBD Kora, partisipasi rnasyarakat, pendapatan lain yang 
sah, dan bantuan pihak ketiga agar disusun, dikelola dan 
dipergunakan sesuai peruntukan dan penggunaannya berdasarkan 
ketentuan yang telah diatur menurut peraturan perundang 
undangan dan mengikuti Pedoman dan/atau Petunjuk Pelaksanaan 
dan Petunjuk Teknis dan/atau nama lain yang sejenis yang telah 
ditetapkan. 

2. Penyusunan APBS dilakukan setelah APED Kota ditetapkan, 
3. Penyusuan APBS-P dilakukan setelah APBD Perubahan Kota 

ditetapkan. 

selain memperhatikan 
mernperhatikan hal-hal 

VIII. HAL-HAL VMUM DAN KHUSUS LAfNNYA 

Satuan pendidikan dalam menyusun APBS, 
kebijakan dan teknis penyusunan APBS, juga 
umum dan khusus, antara lain sebagai berikui: 

Uraian lebih lanjut mcngenai Tahapan Penyusunan APBS diatur dengan 
Peraturan Kepala Dinas. 


